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ABSTRACT

Artzcle 6A (1) of 1945 - Constrtuizon mgulated that the President
and the-Vice President of the Republic elected as a pair by direct voting
from allicitizen. Based on this yule, the position of the President and
Vice President-is quite powerful, thus almost impossible to be impeached
during ‘their term. Prior to the Constitutional: Amendment, there is no
constitutional article“that regulates on the issues and.wiechanism of
Presidential Impeachment. The Thivd-Amendment;which adopted at the 7%
Plenary Meeting of the Peoples Consultative Assembly (MPR), November
92001, regulates on the mechanism of Presidential impeachment in the
Article 7A which stated, The President andfor Vice President may be
dismissed from office by the MPR ‘based on a proposal from the DPR,
either-when proven guilty of violating the law by betrayal of the state,
of corruption, of bribery, of any other felony, or because of disgraceful
behaviour, as well as when proven no. Zonger to fulfil the conditions as
President andfor Vice President.

' Hakim Konshtua - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (2003 - 2008), pada
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
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e - - You can never have g revolution in ordex
to" esmblzsh a demacmcy You nust hove
e .a'-democmcy in order to have vevolution,
'  Gilbert Keith Chestenton
(1874-1936)

PENDAHULUAN

Presiden/Wakil Presiden dipilih secara langsung. Pasal 6A ayat
(1) UUD 1945 menetapkan, bahwa Presiden dan Wakil Presiden
dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Kedudukan Presiden/Wakil Presiden cukup kuat, tidak dapat
dijafuhkan secara politis dalam masa jabatannya, artinya Presiden /
Waldil Presiden tidak dapat dimakzulkan akibat putusan kebijakan
(doelmatigheid beslissing) yang ditetapkan atau dijalankan Presiden /
Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara

Dalam pada itu, selaku pejabat negara tertinggi, keduanya
dapat menetapkan kebijakan {doelmatigheid beslissing) dalam makna
beleidsgebied. Kebijakan pemerintahan semacamnya tidak termasuk
ranah kewenangan justisi, artinya tidak dapat dibawakan ke
hadapan hakim. Seorang.warga negara atau sekelompok warga
yang merupakan pendukung (konstituent) di kala pemilihan umirm
boleh saja tidak.lagi mendukung kebijakan pemerintah dimaksud
namun mereka tidak'dapat mencabut mandatum politik yang telah
diberikan pada pemilihan umumesyang-lalu:

~ Earl of Balfour*: mengemukakan pendapatnya tentang sistem

pemerintahan ‘yang menerapkan pemilihan presiden dan wakil
presiden sebagai berikut:

““Under the Presidential system, the effective head of the national
administration is elected for a fixed term. He is practically irremovable.
Even if he is proved to be inefficient, event if he becomes unpopular,

- even if his policy is unacceptable to his countrymen, he and his
methods must be endured until the moment comes for @ new election”.

* Berger, Raoul Impeachment, The Constitutional Problems, (Bantam Books, USA
1974) sebagaimana dikutip oleh Z. Baharuddin, 1957:him354.




MOfiE van Wantrouwen yana dm]ui\an fid&k mengabbatkan
3 pemenntah ]ati.x.‘n Resiko pohhs daripadanya : adalah kenungkinan
‘para. konstituen pendukung tidak 1ag1 memﬂﬂmya pada pemlhhan
‘umum Pberikut

Tldal -_berarﬂ, pendawasan (kontrol) DPR tidak ada Iagl
u’camanya dalam’ 1angka menjalankan APBN. Rancangan Undang-
‘Undang (RUU) APBN diajukan Pre31den tntuk dibahas. bersama
DPR dengan memperhaukan pertlmbangan DPD. Apabﬂa DPR
tidalk nienyetu}ui RUU APBN dimaksud, pemermtah men;alankan
APBN tahun yang lalu (Pasai 23 UUD 1945). Pasal 20A UUD
1945 mencantumkan bahwa DPR memiliki fungsi Ieg1slasz fung51 :
anggaran, dan fungsi pengawasan.

Preadén dan Wakil Presiden tidak kebal hukum Pasal 1 ayat
(3) menyatakan Negara Indonesm ada}ah 11egara hukum '

MAKNA MAKZUL '{DAN E’EMAKZULAN}

Kamus Besar Bahasa Indonesaa (KBBI)3 merumuskan kata
makzul berhentl memegang 3abatan turun takhta Memakzulkan:
1. Menurunkan 'darl takhta memberhent}kan dari ;abatan, a2
Meletakkan }abatannya (senchrl) sebagai raja; berhenti sebaga1
raja. UUD 1945 tidak menggunakan kata makzul pemakzulan
atau memakzulkan tetapi istilah: dlberhentlkan pemberhentlan
sebagaimana termaktub pada Pasal ’7A dan 7B UUD 1945,

_Ke depan, tepat kiranya manakala kata diberhentlkan,
pemberhentian dalam UUD 1945 dmbah menjadl kata dimakzulkan,
pemakzulan bag1 Presiden.dan Wakil Presu:len Kata makzul,
dimakzulkan dan pemakzulan khusus digunakan bagi Presiden
dan Wakil Presiden, bukan terhadap pejabat-pejabat publik lainnya.
Prosedur daripadanya berkaitan belaka dengan prosedur konstitusi,
berbeda dengan pemberhentian pejabat publik pada umumnya.

- Di Amerika, impeachment tidak hanya diberlakukan bagi the
President, Vice President tetapi berdasarkan Article 2, section 4 US
Constitution, juga mencakupi to accuse of wrongdoing to all civil
officers of the United States. Tidak tepat kiranya menggunakan
nomenclatuur impeachment bagi pemakzulan Presiden, dan Wakil
Presiden, menurut UUD 1945, -

3 Komus Besar Bahasa Indonesia, {Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
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'PEMAKZULAN ITU BERKONOTASI HUKUM
(RECHTMATIGHEID) s b -

Pasal 7A UUD 1945 menetapkan alasan-alasan pemakzuian :
Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya, yaitu: ©
baik apabﬁa terbukti teiah melakukan pelanggaran hukum berupa
pengkhlanatan terhadap negara k0rup51, penyuapan, tindak plciana_
berat lainnya, atau tercela maupun apabila terbukti tidak Iag1_
memenuhl syarat sebacal Presiden dan/atau wakil Presiden.’

Art1c1e 11, section. 4 USA Constitution mencantumkan alasan-
alaéan' 1mpeachment ! Treason Bribery, or othe; high Crimes 'and :
misdemneanors.

Alasan-alasan pemakzulan dlmaksud berkonotasi hukum
(;echtmatzohezd) bukan berpaut dengan kebijakan (doelmatigheid) atau
beleid, memiliki konotatif hukum. Suatu ‘beleid’ bukan doelmatigheid
manakala merupakan bagian modus operandi dari kejahatan. -

_ Perbedaan pendapat demgan Presiden USA tidak merupakan
alasan 1mpeach betapapun besarnya perbedaan pendapat itu.

- Demﬂuan pula halnya dengan perbuatan tercela. Perbuatan
tercela yang dimaksud pasal konstitusi itu harus dipahami pula
daiam makna pelbuatan tercela menurut hukum, artinya perbuatan
tercela tersebut berkaitan dengan aturan-aturan hukum tertulis. _

unpeach ticlak berhasil diajukan terhadap supreme court ]ustzce
Willigin Oruille Douglas (1898-1980) di kala musim semi tahun 1970,
sehubungan cienaan pemuatan bahasan bukunya dalam sebuah
ma]alah porno, jugatkelak yang berkaitan dengan'Kasus tiga kalx
perceralan perkanannya

HUKUM ACARA PEMAKZULAN

Sebelum Perubahan UUD 1945, tidak ada pasal konstitusi yang
mengatur hal pemakzulan Wakil Presiden, dan bagaimana cara
pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 8 (redaksi
lama) UUD 1945 hanya menetapkan, ‘Jika Presiden mangkat,
berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam
masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis
waktunya’. Namun, dari bunyi Pasal 6 ayat {2) (redaksi lama)
UUD 1945 yvang menyatakan, 'Presiden dan Wakil Presiden dipilih
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oIeh Ma}ehs Permusyawaratan Rakyat di kala it d151mpulkan i
‘bahwa. Presiden - dan/atau:Wakil Presiden dimakzulkan oleh
'Majehs Permusyawaratan Rakyat (MPR). Penjelasan UUD 1945, di
bawah Judul Sistem Pemerintahan Negara, butir 111, 3, dinyatakan
Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertindak dan bertanggung
}awab kepada Majelis. ‘Artinya,"MPR jua pula yang berwenang
memakzulkan Presiden dan/atau Wakil'Presiden. .-

Kelak, berdasarkan Pasal’5. ayat-(2) TAP. MPR Nomor VII /
MPR/ 1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil PresidenRI
Berhalangan ditentukan -a.l.'bahwa dalam hal Presiden dan/atau
Wakil Presiden berhalangan tetap, termasuk di kala berhenti atau
tidak imelaksanakan kewajiban dalam masa jabatan maka MPR
dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan:setelah Presiden
dan Wakil Presiden berhalangan tetap sudah menyelenggarakan
Sidang Istimewa untuk meémilih dan mengangkat Presiden dan
Wakil Presiden, yang masa jabatannya berakhir sesuai dengan masa
jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang diganiikannya.

- Di kala sebelum Perubahan UUD 1945, MPR tefah memakzulkan
dua Presiden RI, yakni Ir. Soekarno, berdasarkan TAP MPRS Nomeor
XXX/ MPRS /1967 dan KH. Abdurrahman Wa}ud berdasarkan
TAP MPR Nomor II/MPR/2001.

- Pada Perubahan Ketiga UUD 11945, yang dlputuskan dala:m
Rapat Paripurna MPR-RI ke-7 (lanjutan 2), tanggal 9 November
2001, juga ditetapkan hal pemakzulan Presiden dan/atau/Wakil
Presiden. Pasal 7A UUD 1945 menetapkan, Presiden dan/atau Wakil
Presiden dapat diberhentikan ‘dalam masa jabatannya oleh MPR
atas usul DPR, baik apabila terbukii telah melakukan pelanggaran
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila
terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagau Presiden dan/atau
Wakil Presiden. -

Dinyatakan pada Pasal 7B UUD 1945, usul pemberhentian
Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan
kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan
memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan



e 'te:chadap negeua kompsx, penyuapan tmdak pidana berat Iamﬁya
“atau’ Pperbuatanitercela;dan atau pendapat Presiden dan/atau Wakil -~
~ Presiden tidak lagi memenu}u syarat sebagai Presiden dan/ atau

“ Wakil Presiden (ayat1). Pasal konstitusi dimaksud bersifat imperatif,

bahwasannya usul pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden

hanva. dapat diajukan oleh DPR ‘kepada MPR setelah terlebih =
dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi guna

; mengadzh dan memutus pendapat DPR tentang hal pelanggaran
yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pendapat DPR
dimaksud. adalah dalam ramgka pelaksanaan fungsu pengawasan
-DPR (ayat 2). R
-~ Pengajuan permmtaan DPR kepada Mahkamah Konstltusx hanya
dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang
dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/ 3 dari }umlah anggota DPR
{ayat 3). g
Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus

seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari
setelah permintaan DPR itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi
(ayat 4). Pasal ini memaklumkan bahwa pemeriksaan mahkamah
adalah proses peradilan dan putusannya adalah putusan justisil.
- Apabila: Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden
dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukund
berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;.dan/atau
terbukti bahwa Presidenndan/atau Wakil Presiden tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden,
DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR (ayat
5). Konstitusi mensyaratkan manakala mahkamah memutuskan
bahwa pendapat DPR tidak terbukti maka proses pemakzulan tidak
bakal berlanjut ke MPR.

 MFR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul
DPR tersebut paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul
tersebut (ayat 6). Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR
yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota



- _dan 243 darl }umlah anggota yang hadir, seteiah Presiden.dan/atau

Wakll Presxden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam
rapat paripurna MEPR (ayat 7). Berbeda halnya dengan Putusan
Mahkammah Konstitusi dalam proses pemakzulan Presiden dan/
ataw Wakil Presiden maka Keputusan MPR bukan putusan justisil
tetapi. keputusan ‘politik.. MPR - melakukan ‘een politicke besligsing
nemen terhadap: Pre51den dan/ atau Wakil Presiden dalam: proses
pemakzulan b 5 B : '

ACARA (PRGSES} DI MAHKAMAH KON STITUSI .

Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam
proses pemakzulan, menurit Pasal 7B ayat (1), (2), (3), (4), (5) UUD
1945 juncto Pasal’ 240 ayat (2) UUD 1945, oleh mahkamah telah
diberlakukan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 21
Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat
Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh
Presiden Dan / Atau Wakdl Presiden,

PMK mengisi rechtsmgang dan secara riormatif men]abarkan
attran hukum acara: Dinyatakan-pihak yang memohon putusan
mahkamah atas Pendapat DPR adalah DPR yang yang diwakili
olehpimpinan DPR yang dapat menunujuk kuasa hukumnya
[Pasal 2.ayat (2)]. : '

Permohonan dibuat dalam bahasa Indonesia, 12 rangkap yang
ditandatangani:oleh P1mpman DPR atau kuasa hukumnya[Pasal
3 ayat (2) dan (3)].

‘Dalam hal pendapat DPRuberkaitan.dengan dugaan bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran
hukum, permohonan harus memuat secara rinci mengenai jenis,
waktu dan tempat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden. Dalam hal Pendapat DPR berkaitan
dengan dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden berkaitan
dengan tidak lagi dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau
Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945, permohonan harus memuat
uraian yang jelas mengenai syarat-syarat apa yang tidak dipenuhi
dimaksud (Pasal 4).

DPR wajib melamplrkan dalam permohonannya alat bukti,
berupa:

Pemémlan Pmlﬂenlﬁia}ﬁi ?reslaen Hemmiei Sndang-Tndang Basar 1845 -



wasaﬂaﬁukumﬂaﬁﬁonsnimsa T

A -*&saiah dan / atau bema acara proses pengambilan Keputusan o

- DPR bahwa pendapat DPR didukung oleh sekurang-kurangnya -

; 2/ 3 dari. ]umlah anggota DPR yang hadir dalam Sidang
- Pasipurna’ yang: dﬂnadirl oleh: sekuranmkurangnya 2 darl
- jumlah anggota DPR;: T
bi Dokumen hasil pelaksanaan fung51 pengawasan oleh DPR yang
'..---.-berka1tan langsung dengan materi permohonan; -
¢. Risalah dan/atau berita acara rapat DPR; : .
d. Alat-alat bukti mengenai dugaan pelanggaran oleh Pre51den
dan/atau-Wakil Presiden yang menjadi dasar pendapat DPR
. {Pasal 7). £

--:;Pamtera MK memenksa keienvkapan dan persyaratan
permohonan, Permohonan yang belum lengkap dan/atau belum
memenuhi syarat, diberitahukan kepada DPR untuk diperbaiki dan/.
atau dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 8 hari kerja sejak
pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima oleh DPR.
Panitera mencatat permohonan yang sudah lengkap dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) [Pasal 7 ayat (1(, (2), (3)1.

. -Panitera mengirimkan satu berkas permohonan yang sudah
diregistrasi kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden dalamjangka
wakiu paling lambat 3 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam
BRPK'disertai permintaan tanggapan tertulis atas permohonan
dimaksudy, Tanggapan tertulis Presiden dan/atau Wakil Presiden
dibuat dalami]?2 rangkap dan sudah harus diterima oleh Panitera
paling lambat 1 hari sebelum sidang pertama dimulai®{Pasal 7).
.- Mahkamah menetapkamhari sidang pertamapaling lambat 7 hari
kerja sejak permohonan diregistrasi oleh Panitera. Penetapan hari
sidang pertama diberitahukan kepada pihak-pihak dan diumumkan
kepada masyarakat melalui penempelan salinan pemberitahuan di
papan pengumuman mahkamah yang khusus digunakan untuk
itu. (Pasal 8). R

Pers1dangan dilakukan oleh Pleno Hakim yang sekurang-
kurangnya oleh 7 orang hakim konstitusi. Sidang Pleno dipimpin
oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan bersifat terbuka untuk umum
{Pasal 9 ayat (1) dan (2)].

‘Persidangan berlangsung dalam 6 tahap sebagai berikut:

a. Tahap I : Sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
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".b';:.__ﬁTahap II Tanggapan oleh Preszden dan/atau Wakﬂ"'

Presiden. : : s 02 E . . WEEERE

o Tahap III Pembuktlan oleh DPR - = N

d.‘ Tahap IV = Pembuktxan oleh Presuﬁlen dan/atau Wak11

' Presiden.. S e

e. /Tahap V : Keszmpulan bauk oleh DPR maupun oleh Premden
dan/atau Wakil Presiden. SRENRTREN. &

f. Tahap VI: Pengucapan Putusan. (Pasal'9) -

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan wajib dihadiri oleh Pimpman
DPR ‘dan’ kuasa hui\.umnya Pres1den dan/ atau Wakil Presiden
berhak untul menghadm S1dang Pemenksaan Pendahuluan. Dalam
hal Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat menghadiri
Sidang‘Pemeriksaan Pendahuluan, Presiden dan/atau ‘Wakil
Presiden dapat diwakili oleh kuasa hukumnya (Pasal 10). -

“ Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Mahkamah melakukan
pemeriksaan ‘atas kelengkapan permohonan ‘dan kejelasan materi
permohonan. Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pimpinan
DPR dan/atau kuasa hukumnya untuk melengkapi dan/atau
mempetbaiki permohonari seketika itu juga. Setelah dilengkapi dan/
atau dilakukan perbaikan, Mahkamah memerintahkan pimpinan
DPRuntuk membacakan dan/atau menjelaskan permohonannya.
Setelah'pembacaan dari/ atau penjelasan permohonan; Ketua Sidang
memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden
atau kuasa hukum yang mewakilinya untuk menga]ukan pertanyaan
dalam rangka kejelasan materi permohonan (Pasal 11):

“Dalam persidangan Tahap.ll, Presiden dan/atati Wakil Presiden
wajib-'hadir ‘secara pribadi dan dapat didampingi oleh kuasa
hukumnya untuk menyampaikan tanggapan terhadap Pendapat
DPR. Tanggapan dapat berupa: . '
a."Sah atau t1daknya proses pengambﬂan keputusan Pendapat

DPR;
b.‘Materi muatan Pendapat DPR; dan;

c. ‘Perolehan dan penilaian alat-alat bukt tulis yang d1a;ukan oleh

- DPR kepada Mahkamah (Pasal 12)

" Dalam per51dangan Tahap 11, mahkamah memberikan
kesempatan kepada Pimpinan DPR dan/atau kuasa hukumnya
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':.":_:untuk memberlkan tanggapan balik. Ketua Sidang memberikan

: kesempatan kepada hakim untuk mengajukan pertanyaan Icepada_ -

"Premden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 13).

- Dalam persidangan Tahap III, DPR Wapb membuktikan da111~
dahlnya dengan alat buktz, sebaga1 berikut: .
& Alat bukti surat; D L

Keterangan Sak31,

Keterangan Ahli; o

Petunjul; :
' Alat bukii. lamnya, _sepem halnya mformaSJ_ yang dmcapkan,
'_'_;dﬁcnmkan, diterima atau d1szmpan secara elektronik dengan
. alat optik atau serupa dengan i,

a0 o ;n

' Mahkamah melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukn
yang urutannya:dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Dalam
pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh DPR, mahkamah
memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden
dan/atau kuasa hukummnya untuk mengajukan pertanyaan dan /
atau menelitinya (Pasal 14). :

- Dalam persidangan Tahap IV, Presiden dan/atau Wakil I’reszden
berhak memberikan bantahan terhadap alat-alat bukti oleh DPR dan
melakukan pembuktian yang sebaliknya. Macam alat bukti yang
diajukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden pada dasarnya
sama dengan macam alat bukti yang diajukan oleh DPR. Urutan
pemeriksaanvalat bukti yang diajukan oleh Presiden dan/atau
Wakil Presiden oleh _mahkamah disesuaikan dengan-kebutuhan.
Mahkamah memberikan‘kesempatan kepada DPR dan/atau kuasa
hukumnya untuk mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan dan
meneliti alat bukti yang diajukan oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden (Pasal 15).

- Setelah sidang-sidang untuk pembuktian oleh mahkamah
dinyatakan cukup, mahkamah memberi kesempatan baik
kepada DPR maupun Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk
menyampaikan kesimpulan akhir.dalam jangka waktu paling
lama 14 hari setelah berakhirnya Sidang Tahap IV. Kesimpulan
disampaikan secara lisan dan/atau tertulis dalam persidangan
Tahap V (Pasal 16).
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Txdak kmang pentmgnya kedudukan Rapat Permusyawaratan
Haklm (RPH): RPH diselenggarakan untuk mengambil putusan
setelah pemeriksaan persidangan oleh Ketua Mahkamah dipandang
cukupgRPH dilakukan secara tertutup oleh Pleno Hakim dengan
sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 orang hakim konstitusi:
Pengambilan keputusan dalam RPH dilakukan secara musyawarah
tntuk mufakat. Dalam hal musyawarahtidak mencapai mufakat,
keputusan diambil dengan suara terbanyak. Dalam hal RPH tidak
dapat mengambil putusan dengan suara terbanyak, suara terakhir
Ketua RPH menentukan: Dalam hal pengambilan putusan dilakukan
dengan ‘suara. terbanyak apabila ada hakim konstitusi vang ingin
menyampaikan pendapat berbeda, maka pendapat hakim konstitusi
yang berbeda dimuat dalam putusan (Pasal 18). .

~-Dalam pada itu, manakala Presiden dan/atau Wakil Premden
mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di mahkamakh;
proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan
gugur oleh mahkamah. Pernyataan penghentian pemeriksaan dan
gugurnya permohonan dituangkan dalam Ketetapan Mahkamah
yang dlucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum (Pasal

17) .

Putusan Mahkamah terhadap Pendapat DPR wajib dlputus
dalam jangka waktu paling lambat 90 hari sejak permohonan dicatat
dalam BRPK. Putnsan Mahkamah vang diputuskan dalam RPH
dibacakan dalam Sidang Pleno ferbuka untuk umum.

Amar putusan mahkamah dapat menyatakan:

a.” Permohonan tidak dapat diterima apabila iidak memenuhi
- syarat;

b. .Membenarkan Pendapat DPR apabila Mahkamah berpendapat
‘bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan
-pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan
tercele; dan atau pendapat Presiden dan/atau Wakil Presiden
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden;

¢. Permohonan ditolak apabila Pendapat DPR tidak terbukdi.

Putusan Mahkamah mengenai Pendapat DPR wajib disampaikan
kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Putusan



an poh’ak (politicke beslzssnzO) ‘Pemeriksaan-dalam rapat *

___eputusan MPR sehubunoan dengam usuI pemakzulan Pre&den:. - .
. _"_dm Jatau Wakﬁ Presiden bukan pitusan justisil (peradilan) tetapi .

_panpurna -MPR* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

 bukan permdanaan }ustzsﬂ tetapz merupakan fomm pohtlk-__;
ketatanegaraan LinulE e L g e - :

. Pemeriksaan atas usui pemakzulan Preszden dan/atau
Wakﬂ Presiden bukan bagian dari ranah kekuasaan kehakiman,
sebagaimana termaktub pada Pasal 24 UUD 1945. Manakala rapat
paripurna MPR kelak memakzulkan Presiden dan/atau Wakil
Presiden maka keputusannya sebatas removal from the office, yakni
memakzulkannya dari jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Keputusan MPR tidak mermuat sanksi pidana dan semacamnya.
Hal: penyldikan dan penuntutan dar1padanya terpulang p’ada
pemerintahan baru. yang menggantikannya. :

“Oleh“karena ‘itu, keputusan MPR kelak bisa saja tidak
memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden walaupun
sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan hal
terbuktinya Pendapat"BDPR. Manakala rapat.paripurna MPR
menerima baik penjelasan Presiden dan/atau Wakil Presiden,
sebagaimana dimaksud pada Pasal 7B ayat (7) UUD 1945, niscaya
MPR tidak memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Bukan
berarti keputusan politik menyampingkan putusan justisil tetapi
hal pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan
kewenangan MPR, bukan kewenangan peradilan.
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' "”POST SCRIPTUM” -
S Sebagannana iazzmnya berlangsungnya suatu proses politik
Letatanegaraan, seperti halnya dengan pemerlksaan perkala
pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, ‘maka proses
daripadanya turut ditentukan oleh dinamika politik yang
berkembang d1 gedunv ]ahn ]endera1 Gatoi Subroto }akarta “Tidak
cukup - dengan sekadar menghxtung syamt kuorum sekuranm
/kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam
sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3
dari jumlah anggota DPR guna pengajuan Pendapat DPR kepada
Mahkamah Konstitusi tentang adanya incasy pelanggaran hukum
yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden, juga tidak
cukup sekadar menghitung syarat kuorum berlangsungnya rapat
paripurna MPR yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya
3/4 dari jumlah anggota MPR (DPR+DPD). dan disetujui oleb
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir
guna pengambilan Keputusan MPR atas usul pemakzulan Presiden
dan/atau Wakil Presiden.

Hal yang kiranya turuf menentukan berlangsungnya proses
ketatanegaraan dimaksud, adalah berapa banyak anggota MPR
yang,berasal dari partai politik pendukung Presiden dan/atau
Wakil Presiden termasuk parpol koalisinya yang masih setia dan
berapa jumlah anggota MPR yang merupakan oposisi di parlemen.
Diperlukan sikap kenegarawanan di kala pengambilan keputusan
pemakzulan, tidak beleh didasarkan pada dendam kesumat politik.
Apapun keputusannya, harus.senantiasa didasarkan belaka pada
kepentingan dan kemaslahatan rakyat banyak selaku pemegang
kedaulatan di negeri ini.

"This Senate seat belongs to no one person,
to no political party. This is the people’s seat’,
kata Senator Scott Brown dari Partai Republik
yang baru saja terpilil, di kala mengalahkan lawannya,
Martha Coakley, calon Partai Demokrat dari Massachusetts.
(Time, February, 1, 2010)
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